
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Evaluasi Kebijakan Tax Holiday di Indonesia: Studi pada Masa
Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19  = Evaluation of Tax Holiday
Policy in Indonesia: Studied in Former and During Pandemic Covid-19
Andre Ryanto Wijaya, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20522832&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Tax Holiday merupakan salah satu fasilitas insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh

pemerintah untuk dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia sekaligus mendorong

adanya aliran Foreign Direct Investment ke negara ini. Aturan pelaksana terkait dengan pemberian insentif

telah diatur pertama kali pada tahun 2011 melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 yang

kemudian beberapa kali diubah terakhir melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.010/2020. Perubahan

peraturan yang terkahir kali diubah tentunya disebabkan karena Pemerintah Indonesia menginginkan adanya

penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga

saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta

menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas

implementasi Tax Holiday pada masa pandemi yang diukut dengan realisasi investasi jauh lebih kecil

dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Efisiensi yang dikur dari belanja perpajakan pada masa

pandemi untuk jenis insentif ini lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecukupan implementasi

insentif ini dilihat dari adanya revisi peraturan yang menedepankan paradigm simplicity and certainty dan

trust and verify. Perataan terkait pemberian insentif Tax Holiday dapat dilihat dari adanya skema pengajuan

insentif untuk jenis-jenis industri yang diatur dalam regulasi terkait. Responsivitas dalam pemberian insentif

Tax Holiday dilihat dari pertimbangan yang dibuat oleh investor dalam menentukan tempat untuk

berinvestasi serta koordinasi yang dilakukan antar lembaga. Sedangkan ketepatan pemberian insentif ini

masih memliki hambatan dan kendala terutama terkait dengan kepastian hukum.

......Tax Holiday is one of the corporate income tax reduction incentives provided by the government to

attract investors to invest in Indonesia as well as to encourage the flow of Foreign Direct Investment to this

country. Implementing rules related to the provision of incentives have been regulated for the first time in

2011 through the issuance of PMK Number 130/PMK.011/2011 which was later amended several times,

most recently through the issuance of PMK Number 130/PMK.010/2020. The changes to the regulations

that were last amended are of course because the Indonesian government wants an adjustment to the Covid-

19 pandemic situation that has been going on since the second quarter of 2020 until now. This research was

conducted with a post-positivist approach with a descriptive research type and using qualitative analysis

techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of Tax Holiday

during the pandemic as measured by investment realization is much smaller than in the period before the

pandemic. The measured efficiency of tax spending during the pandemic for this type of incentive is lower

than in previous years. The adequacy of the implementation of this incentive can be seen from the revision

of regulations that emphasize simplicity and certainty and trust and verify paradigms. Equalization related to

the provision of Tax Holiday incentives can be seen in the existence of a scheme for submitting incentives

for types of industries regulated in the relevant regulations. Responsiveness in providing Tax Holiday

incentives is seen from the considerations made by investors in determining where to invest and the
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coordination between institutions. Meanwhile, the accuracy of the provision of these incentives still has

obstacles, especially those related to legal certainty.


